Ditopang Komoditas Tambang, Kalsel Setor Rp9,18 Triliun ke Kas Negara

Sumber gambar:
https://kalimantan.bisnis.com/read/20220807/407/1563944/ditopang-komoditas-tambang-kalsel-setor-

rp918-triliun-ke-kas-negara

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumber
daya alam khususnya tambang. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah
Kalimantan Selatan terdiri atas bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan
galian industri.

Bahan galian seperti batubara dan bijih besi merupakan komoditi unggulan yang
menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu leading sector dalam menopang
perekonomian Kalimantan Selatan. Selain batubara dan bijih besi, Kalimantan Selatan
juga dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Pendulangan dan penggosokan
intan dapat dijumpai di Kota Martapura, Kabupaten Banjar.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Selatan (Kalsel) mencatat kinerja pendapatan negara mencapai Rp9,18 triliun atau 86,44
persen dari target hingga akhir Juni 2022. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral
(Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah menyatakan angka tersebut
tumbuh 98,26 persen dibandingkan realisasi tahun lalu pada periode yang sama.
Berdasarkan data DJPb Kalsel, realisasi penerimaan dari pajak mencapai Rp8,55 triliun,
dimana penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 109,27 persen secara tahunan (year-
on-year/yoy) atau mencapai 87,93 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp9,72 triliun.
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“Capaian pendapatan negara di wilayah Kalsel sangat dipengaruhi oleh fluktuasi
kegiatan perekonomian regional,” ujarnya yang dikutip, Minggu (7/8/2022).

Sulaimansyah menambahkan, sampai dengan 30 Juni 2022 kondisi perekonomian
masih menunjukkan tren positif dengan didominasi sektor pertambangan. ‘“Pengaruh
tertinggi penerimaan negara berasal dari aktivitas pertambangan periode akhir 2021 yang
ternyata masih berdampak pada penerimaan perpajakan pada Juni 2022. Selain [juga]

disebabkan oleh adanya peningkatan volume kegiatan masyarakat,” katanya

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan Kepabeanan dan
Cukai adalah Rp695,02 miliar atau mencapai 416,39 persen dari target yang ditetapkan.
“Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di Kalsel mencapai
nilai Rp627,77 miliar atau 70,26 persen dari target,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. https://kalimantan.bisnis.com/read/20220807/407/1563944/ditopang-komoditas-
tambang-kalsel-setor-rp918-triliun-ke-kas-negara, 07 Agustus 2022.

2. https://dpmptsp.kalselprov.go.id/web/potensi-pertambangan/, 01 Agustus 2022.

Catatan:
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap
pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) dan ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi.! IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan.? Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah
izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium,

eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang

! Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)
2 |bid, Pasal 1 ayat (7)
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diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi. 3

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin
usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.*
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.®> Jaminan
Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau
Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan
Reklamasi.

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.’

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK
Pemegang IUP dan ITUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
wajib:®
a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan
Hidup;
b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan

permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan

3 lbid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

% bid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

5 lbid, Pasal 100 Ayat 1

6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1
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f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan
peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:®
menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;

o ®

menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

o

melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan

o

melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis
dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan
data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan
pihak lain.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4
(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi atau
Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan
batubara;

b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah 1zin
Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta
lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga
atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan
permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;

jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

% Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)
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c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal
pemegang Izin Usaha Pertambangan atau 1zin Usaha Pertambangan Khusus tidak
melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan

d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.

(2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal
peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran
harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak
mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam,
mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang lzin Usaha
Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan
kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan

logam, batuan dan batubara.

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Lela Damaris 5



